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CASECADING DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 - 2029

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

Misi 1

yang Profesional dan

TUJUAN. 1

Terwujudnya pemerintahan yang efisien, adil dan berkinerja tinggi

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1.1.2

kualitas tata kelola

dan berdaya saing

Nilai SAKIP

Indeks Pelayanan Public

Indeks Inovasi Dacrah

T
I
I
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Misi 4:

Mewujudkan Kehidupan Masyrakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif

TUJUAN. 4.1

Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya

1. Rasio Penduduk Terkena Kejahatan per 100,000 penduduk
2.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

SASARAN 4.12

Meningkatntya Kualitas Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Tingkat Kemjskinan

Misi 5

Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

TUJUAN. 5.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

SASARAN 5.1.1

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

SASARAN 5.1.2

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kinerja Pengelolaaan Sampah

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi untuk yang Layak Huni dan Hidup yang
Rasio Permukiman Layak Huni
Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLI)
r !
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Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan L

Akuntabilitas Kinerjal

SASARAN SASARAN
PROGRAM PROGRAM
Mentnghatnya Meningkatnya

Kualitas Data Kinerja

Bidang (Ess III)

Kinerfa Strategis

Kegiatan
(Ess /1)

1. Persentase

Pengendalian dan
Evaluasi

Jumlah Dokumen
Data Sektoral yang
elol

2 Ketepatan Waktu
Pelaporan Dokumen

Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi

3. Persentase Kinerja
Bidang yang tercapai

SASARAN
KEGIATAN

SASARAN
KEGIATAN

Meningkatny;
Kualitas Penyusunan
Dokumen

Perencanaan dan
Anggaran

Meningkatnya
Kualitas Dokumen
Data Sektoral

Jumiah Dokumen
Perencanaan yang

Ketersediaan
Kelengkapan data

disusun sektoral
SASARAN SASARAN
SUBKEGIATAN SUBKEGIATAN

SEKRETARIAT DAERAH
(oRGANISASH)

INSPEKTORAT

BPKPAD

Nilai Kematangan Inovasi

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

BPKPAD

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

program pemerintah
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Penetapan Subjek dan
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jumlah sengketa tentang penetapan

Jumlah lokasi survey
dan pemetaan batas

Jumlah Laporan
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DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DINAS SOSIAL DAN PERLINDUNGAN ANAK
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Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
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Y [ P — R Sw— R [owoanpsn—t R ssenpnnsy [ e——, [ [—— R Frn— R P —— I

- Veringanya
I —— g — e I [T —— venngamyatinera | | ennganya
ke Mo Kentoniot | | g | [oomamgabepeningm| | bemvccain

et | [ s Peoon e Jr— pripsiyiome
lingkungan untuk pengetahuan tradisional kapasitas SDM bidang| dalam perlindungan sengketa/kasus.

kerusakan Lingkungan Keanekaragaman Beracun (B3) Limbah elola persampahan terhadap persetujuan
o i s eeon (5 Uit i ook tadapprc o iy Todnoniduy oo i
S ety on o singn ok dengo P31 ingangnnaws | | wamantiaun

Persentase Limbah
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ersentase ersentase
Jawab usaha dan/atau
Pengelolaan Sampah rekomendasi kajian Kegiatan torhadap 2in

Persentase MHA yang

Persentase penyuluh
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dikeluarkan pemerintah

dan Hak MHA yang
terkait dengan PPLH

untuk Lembaga
Kemasyarakatan
tingkat daerah

Pendidikan/Filantropi
dalam Perlindungan
dan Pengelolaan

masayakat dibidang
LH

Jumlah Dokumen

Perlindungan dan Jumlah Pembinaan dan

Kabupaten/kota Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi, Sinkronisasi
Penyediaan Data dan
b Jumiah
Informasi Pengakuan Jumlah Masyamio Lembaga

Keberadaan MHA
Kearifan Lokal atau

Pendampingan

Pembinaan Gerakan Masyarakat/Dunia

Jumlah Pengaduan
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Penyusunan
okumen
Perencanaan
Perangkat Dacrah

Penyusunan
Perencanaan

han Barang,

Milik Dacrah SKPD

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan

Koordinasi Teknis
Pengadaan Tanah di

Penetapan Daftar

Subyek Hak Potensi

Santunan Tanah

Inventarisasi dan
Rekomendasi Objek

Koordinasi dan
Sinkronisasi Survei
dan Pemetaan Batas

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penyelesaian Tanah

Koordinasi dan
Sinkronisasi

Pengumpulan Data
Rumah Korban
Bencana Kejadian

Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen
Penerbitan lzin
Pembangunan dan

Perbaikan Rumah

Tidak Layak Huni

untuk Pencegahan

Terhadap Tumbuh
dan

Berkembangnya

Perencanaan Penyediaan

Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan
Sertifikasi dan Registrasi

Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaa

Penyusunan dan

Pemeliharaan sarana

Peningkatan Peran

Fasilitasi Pemenuhan

Koordinasi, Sinkronisasi

Keberadaan MHA

Kegiatan

Penilaian Kinerja
Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia

Penyelesaian kasus
tindak pidana

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Koordinasi dan
Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Disiplin Pegawai

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas

Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor.

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan
B

Peraturan Perundang]
undangan

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD.

Pengadaan
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Pengadaan Mebel

Perundang-Undangan Wilayah Kabupaten/Kota ToRA &t dalam 1 (sat) Redistribusi Tanah Tanah Ulayat dalam 1 Kosong di dalam 1 Perencanaan Sebelumnya yang Pengembangan Kumuh di Luar PSU Perumahan Pengembang Perumahan
Kabupaten /Kot Dacrah (satu) Dacrah (satu) Dacrah Penggunaan Tanah ey vang Kawasan o i g et
Kabupaten /Kot Kabupaten/Kota Kabupaten /Kot & Permukiman e &
Terintegrasi Secara
Kumuh dengan
Hektronile Luas di Bawah 10
(Sepulub) Ha
Pembangunan
Rumah Baru Layak
Pembertahuan, Pendataan Koordinasi dan Koordinasidan Vit dalam
kasi, Konsulasi Koordinasi Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Koordinasi Koordinasi dan Koordinast dan
bl Rencara Wedtast Peyelesaian || Gy Kugiandan Pnyelengaruan Pengandan Pelasansan Pemetan Zona Pendasan Tingat Skconisas pncegatan - iconisast dalam rangha
cmbangunan dan sus Pertananan Santunan Tanah cdisribusi Tanah engukutan Inventarisasi Tanah Nilai Tanah Kerusakan Rumah Penyelenggaraan erhadap Kumuh Penyediaan Prasarana,
Penetapan Lokasi dalam 1 (satu) Daerah e Objek Reforma Agraria Masyarakat Hukum oo Kemenmon bt Beneana o dan S
Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota E—— dala 1 (Satu) Adat dalam 1 (satw) * KabupatenyRot permuld berkembangnya ol
untukKepentingan Umurn di oleh pemenntah Kabupaten/Kota Dacrah abupaten/itota ermuidman Perumahan erumahan
tingkat kabupaten/kota Kabuparen/Kota Kabupaten/Kota Kumuh dan
Permukiman
Kumuh Baru
Penatausahaan

Koordinasi Teknis
Pengadaan Tanah di
Wilayah Kabupaten/Kota

Inventarisasi Kasus
Pertanahan dalam 1
(satu) Daerah

Penetapan Daftar

Santunan Tanah
dalam 1 (satu)
D:

Koordinasi dan
Sinkronisasi Penataan
Akses dalam
Pemanfaatan
Redistribusi Tanah

Penetapan Tanah
Ulayat dalam 1 (satu)
Daerah

Kabupaten/Kota
sesuai dengan

Pemanfaatan Tanah
Kosong

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan

Konsolidasi Tanah

Pendataan Rumah
Sewa Mk
Masyarakat, Rumah
Susun dan Rumah

Koordinasi dan

Serah Terima
Rumah Baru Layak
Huni bag
Masyarakat untuk

Pencegal
terhadap Tumbuh

dan
Berkembangnya

Sosialisasi standar,
prosedur, dan kriteria serah|
terima

Kabupaten/Kota acrah dalam 1 (satu) Ketentuan peraturan Kabupaten/Kota Khusus ‘melalui Kelompok
Kabupaten/Kota Kabpatenyion Perundang Undangan Kt danyatn uld
P yang Berlaku o Kumuh di luar
Permukiman
Kumuh
Pelaksanaan
Pembagian Rumah
Koordinasi dan Penyusunan tata cara Baru Layak Huni
Pemberitahuan, Pendataan Koordinasi dan
Awal Lokasi, Konsultasi Sinkronisast pengembalian status sinkronisasi Identifikasi bagi Masyarakat

Publik Rencana
Pembangunan dan
Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah
untukKepentingan Umum di
tingkat kabupaten/kota

Koordinasi Teknis
Pengadaan Tanah di
Wilayah Kabupaten/Kota

Pemberitahuan, Pendataan

Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah
untukKepentingan Umum di
tingkat kabupaten/kota

Koordinasi Teknis
Pengadaan Tanah

Koordinasi Teknis
Pengadaan Tanah

Penyelesaian Masalah|

tanah ulayat atau

Perumahan di Lokasi

Penyusunan/Revie

untuk Pencegahan

Operasional dan

i Kerugian dan Koordinast Pengusulan sonah Mesyarakat Koordinasi Pemanfaatan| | Penyelenggaraan yang Berpotensi w/Legalisast terhadap Tumbul Pemeliharaan Prasarana,
Santunan Tanah TORA dalam 1 (Satu) Hukum Adat apabila ‘Tanah Koson Konsolidasi Tanah Terkena Relokasi Kebijakan Bidang dan Sarana, dan Utilitas Umum
untuk Pembangunan Kabupaten/Kota jangka waktu hak e g menjodi rageim i 8 Berkembangnya .
ol Pemerinah unsusaha st il o menic P mlaman
Daeran f— wngn Kumah dilar
Kabupaten/Kota berakhir P: wasan
Permulaman
Kumah
. Pengasan dan
Kooninas dan Fenaausabaan Pengendlian
i Pendataan dan o Rangls
Inventaris sengiea R Bors Lok
Fenselesian Masal o s Coontinast datn Vil Cilon pencegahan

Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah
untuk Pembangunan
oleh Pemerintah

Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dalam
rangka Penataan Aset
Reforma Agraria

Masyarakat Hukum
‘Adat dalam 1(satu)

daerah
Kabupaten/kota.

Penyelesaian
Santunan Tanah
untuk Pembangunan
oleh Pemerintah

Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi
Pembentukan dan
Pelaksanaan Fungsi
Gugus Tugas Reforma
Agraria Tingkat
Kabupaten/Kota.

Fasilitasi dan Mediasi
Penyelesaian sengketa

Masyarakat Hukum
Adat dalam 1(satu)
darah

kabupaten/kota.

Penyelesaian masalah|

Ganti Kerugian Tanah

untuk Pembangunan
oleh Pemerintah

Daerah
Kabupaten/Kota

Inventarisasi Subjek
Redistribusi Tanah

Penetapan Hak-Hak
Masyarakat Hukum
Adat atas bidang tanah
adat/Ulayat

Penyelesaan
santunan tanah
musnah pada
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota

Inventarisasi Tanah
Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Penetapan Hak-Hak
Masyarakat Hukum
Adat atas bidang tanah
adat/Ulayat

Penyelesaian
santunan tar
musnah pada
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota

Koordinasi Penetapan
Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum
dan Tanah Ab

Penyusunan
peraturan atau

dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

pelepasan hak

Inventarisasi dan
Rekomendasi Objek
Redistribusi Tanah

Koordinasi
Penyelesaian
Pelaksanaan

Penetapan Tanah
Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
dala 1 (satu)
Kabupaten/Kota

Identifikasi bidang
tanah yang akan
dilepaskan dari
Masyarakat Hukum
 Adat untuk diterbitkan)
Milik

Koordinasi
Penyelesaan
Pelaksanaan
Penetapan Bentuk,
Jumlah dan Cara
Pemberian Ganti
Kerugian kepada bekas
pemilik Tanah
Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

Penyusunan
Kerjasama
pemanfaatan tanah
Masyarakat Hukum
Adat

Koordinasi Penetapan
Redistribusi Tanah
Objek Reforma Agraria
ditingkat
Kabupaten/Kota

Pemberian tanda buki
kepemilikan tanah
tau sert

tanah atas nama
Masyarakat Hukum
Adat

Koordinasi Penetapan
Redistribusi Tanah
Objek Reforma Agraria

ditingkat
Kabupaten/Kota

Koordinasi penyiapan
usulan sertipikasi
‘Tanah Wakaf atau

tempat peribadatan
yang digunakan untuk
pembangunan sosial,
pendidikan,
kesehatan, dan
keagamaan

Kerjasama dengan
Pemerintah Pusat
‘menyediakan dan

penyelesaian masalah
yang terkait tanab:

tanah adat yang
digunakan untuk
keperluan umum di
tingkat

kabupaten/kota

rangka Penegasan

Penerima Rumah
bagi Masyarakat yang

Masyarakat di

terhadap Kumuh

regs: don Penyediaan/Pengelolaan
s Tana Terkena Relokasi | Kaasan berkembangnya PSU Perumatan
Program Peruma
Kumuh dengan
Kabupaten/Kota Luas dibawah 10 umun dan
(Sepuluh) Ha Kumuh Baru
Pelaksanaan
Pembagian Rumah .
nventarisasi dentiasi bas Masyarakat ncegin
dalam rangia Perumahandi Lakas | | Peninglatan Tambun dan Verflas an Penyeraan
Penataan Lokasi Rawan Bencana Kl Berkembangaya perumatan i
Pelaku Usaha UMK Kabupaten/Kota ermukiman Permukiman engembang
Kumuh dengan i

luasan di bawah 10
(Sepuluh) Ha

Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Rangka

Pendatzan dan
perggunan unah i Cilon binaan Kelompok ehadap Kumu erbaan Prasarans.
d-Us Plariing Penerim R s dan Sarans,dan Utlas U
g lant bagi Korban Bencana Maspraa berkembangnya Perumahan
i Kabupaten Kot Kabupaten/on Ko Ferumban
Permuliman
Kumuh Bara
Pertausaban Penyediaan raarans,
cra Terna Sarans,dan Ustits U
Rumat b i Perumahan
Masyariat
Sosaises Standar Terdampak

Perencanaan
penggunaan tanah
Land-Use Planning)
tindak lanjut
rencana tata ruang,

Teknis Penyediaan
dan Rehabilitasi
Rumah kepada

Masyarakat/Sukarela

Progeam
Pemugaran/Perem
ajaan/Pemukiman
Kembali Kawasan

wan Tanggap Permuliman
di Kabupaten/Kota o Tangg ki
Koordinasi
Survei dan
Perencanaan Pembentulkan dan
Penggunaan dan Pelatihan Tim Sacgas | | "enetapan lokasi
Pemantaatan Tim Pendamping dan rumahs
Tanah Pasca Fasiliator ermulinan
Reklamasi umul
Peninglatan

Koordinasi untuk
Menyepakati
Penerima dan Jenis
Pelayanan

Keluarga dalam
Mewujudkan
Rumah Sehat dan
Layak Huni Serta
Kesadaran Hukum

Tent

ang
Kepemilikan
Rumah

Rembug Warga
untuk Menentukan
Calon Penerima
Rumah bagi
Masyarakat yang
Terkena Relokasi

Program
Kabupaten/Kota

Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni

Rembug Warga
untuk Menentukan
Calon Penerima
Rumah bagi Korban

Kabupaten/Kota

K
Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni

Sosialisasi
Pengembangan
Perumahan Baru dan
Mekanisme Akses
Pembiayaan
Perumahan

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemugaran/Perem
ajaan Permukiman
Kumuh

Rehabilitasi Rumah
bagi Korban Bencana

Pendataan dan
Verifika:

Penyelenggaraan
Kawasan

Permukiman
Kumuh

Penyediaan Tenaga Listrik
untuk Masyarakat

Pelasanaan Peneapan Rencana dan prasarans enilton o  rengendaon Keteotuandan e Lol ot et D kit
Lingkungan Hidup di Pengelolaan penyimpanan dalam Pengelolaan Pelaksanaan RPPLI Kewajiban lzin Pengetahuan Tradisional Gerakan Peduli Pendidikan/Filantropi 21) yang merupakan|
! Keanekaragaman sementara limbah B3 , Kabupaten/Kota Lingkungan dan/atau dan Hak Kearifan Lokal
Lakcanaian terhadap ementar b Persampatan e e ingungan dlam Pelindungan ewenangan
icia Tanah, i, Udaa Hayai Habupatn/ioa e P 2w bengetahuan, an Pengelaan abupsten/hora
dan ot ool don ik Lingungan i
oL
Koordinas, Pemberdaysaneitsa Penumbulan
Sikronisas Pengadaan sarana Koondinas dan o pendampingan dan || Kesadaran Keluarza R il

Pelaksanaan
Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca, Mitigasi

Pengelolaan Kebun
Raya

dan prasarana
penyimpanan
‘sementara limbah B3

Penyediaan Prasarana
tan Sarana

Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota

Pembentukan Pejabat
Pengawas Lingkungan
Hidup.

Penguatan Kelembagaan
MHA, Kearifan Lokal,
Pengetahuan Tradisonal

dalam Peningkatan
Kualitas Lingkungan
Hidup dan Kawasan

dan Adaptasi dikabupaten/kota engelolaan dan hak MHA terkait Pemukiman yang
Perubahan Iklim ersampahan dengan PPLH Sehat
Peningkatan

Pengadaan sarana

Penyediaan Sarana

Pl i Prasaraa Pengemangan
dan prasarans Perinjuan kel
inventarsst GRK dan [ —p— Pengllzan Kapaias Peabat
pengusunan prol Terbka i (RTH) penyimpanan e [ erhadap KPP Pengias Lingkungan
i GRK sementaraimbab TPA/TPST/SP abupaen/ho Vi
i kabupaten/kot Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Pengawasan Perizinan
i T Prseujuan emerinah
Pengeangan ekt Persetun
Pl cmentar L 3
sanzan Kapasas sementara Lmbab 83| | e enca, | [ Lingungan ang
Pencegah Kelembagaan dan tuk di integrasikar Kebijakan dan Strategi Peny: dola diterbitian oleh
Pencemaran bagaar dengan persetjuan encana tematc

Lingkungan Hidup
terhadap Media Tanah,
Air, Udara dan Laut

Pengelolaan
Keanekaragaman

Elektronik (Online
Single Submission)

Daerah Pengelolaan

Sampah
Kabupaten/kota

Pemerintah Dacrah
Kabupaten/Kota dan
Peraturan Perundang:
undangan di bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Pelaksanaan sosialisasi,
bi "

evaluasi dan pelaporan

Pengelolaan Sarana
dan Prasarana
Keanekaragaman
Hayati

Pembinaan dan
pemantauan
pelaksanaan rincian
teknis penyimpanan
sementara limbah B3

Pengoperasian dan
Pemeliharaan sarana
penanganan sampah

Penyusunan RPPLH
Kabupaten/Kota

Pengawasan Perizinan
Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah

Kabupaten/Kota dan
Peraturan Perundang:
undangan di bidang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Pengoperasian dan
pemeliharaan alat
pemantau kualitas
lingkungan di
Kabupaten/kota

Pengelolaan Taman
Keanekaragaman
Hayati Lainnya

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengelolaan Limbah
Pemerintah Provinsi
dalam rangka
Penganghutan,
Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau
Penimbunan

Pelaksanaan
pemantauan,
pembinaan, verifikasi
dan pengawasan atas
penerapan Rencana,
Kebijakan dan Teknis
pengelolaan Sampah
kabupaten/kota.

Pemantauan dan
Evaluasi RPPLH
Kabupaten/Kota yang|
telah ditetapkan

Layanan Sarana

Lingkungan Hidup

Pelaksanaan upaya
mitigasi perubahan
idim tingkat
kabupaten/kota

Pengelolaan Taman
Keanekaragaman
Hayat di Luar
Kawasan Hutan

Pemeliharaan sarana
pengumpulan limbah
B3 di kabupaten/kota

Pengoperasian dan
Pemeliharaan sarana
penanganan sampah

Pembuatan dan
Pelaksanaan KLHS
RPIPD/RPIMD

Analisis denda
terhadap penanggung
jawab usaha dan/atau

keglatan yang tidak
mentaati persetujuan
lingkungan yang
diterbitkan oleh
Pemerintah kabupaten/
kota dan peraturan
perundangan di bidang
lingkungan hidup

Penyusunan dokumen
status lingkungan hidup)
daerah

Promosi
Keanekaragaman
Hayati termasuk
Tumbuhan dan
Hewan Endemik
Papua

Pembinaan
pengumpulan dan
penyimpanan
‘sementara limbah B3
dikabupaten/kota

Pelaksanaan

pemantauan,
pembinaan, verifikasi
dan pengawasan atas
penerapan Rencana,
Kebijakan dan Teknis
pengelolaan Sampah
Kabupaten /kota

Pemantauan dan
Evaluasi KLHS.

Analisis denda

terhadap penanggung

jawab usaha dan/atau
keglatan yang tidak

Pemerintah kabupaten/
kota dan peraturan
perundangan di bidang
lingkungan hidup

Pengambilan contoh uji
gujian
parameter kualitas
lingkungan

Penilaian dan
Evaluasi terhadap
Pengelolaan

Pengadaan sarana
dan prasarana

Hayati tingkat

bah
B3 di kabupaten/kotal

Penanganan sampah
melalui pengangkutan

Penyelenggaraan
KLHS Rencana Tata
Ruang

Analisis denda terhadap
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan yang tidak

Pemerintah kabupaten/

Kabupaten/Kota kota dan peraturan
perundangan i bidang
ingungan idup
FasiltasPemenuhan
Persetujun Tekns
iianda yongtermeras Penyelenggarasn
Penydisansarana dn aluas ey demg persetuan | [ Penangnan sampa |5 i K yang
prasarana pennta Penell ingungan Sura [ | e pensopersian Berpotens
Kl ngeungan i Keanearagam; Kaayaka an perelbarsan Menimbulian
kabupaten /kota Hayati tingkat i, sarana dan prasarana Dampak/Resike

Kabupaten/Kota

Operasional

Perizinan Berusaha

pengumpulan
Limbah B3

penanganan sampah

Lingkungan Hidup

Pelaksanaan upaya
adaptasi perubahan
iklim tingkat
Kabupaten/kota

Promosi
Keanekaragaman
Hayati termasuk
Tumbuhan dan
Hewan Endemik
Papua

Pembinaan dan
pemantauan
pelaksanaan

pengumpulan limbah

B3

Penanganan sampah
melalui pengumpulan
sampah

Analisis blaya jasa
lingkungan dari
eksploitasi sumber
daya alam

Pengelolaan
Laboratorium
Lingkungan Hidup
kabupaten/kota

Penyusunan Neraca
SDA-LH

Kabupaten/Kota

Penyusunan Kebijakan
Kait dengan
Pencegahan
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkugan
Hidup sesuai dengan
kewenangannya

Penanganan sampah
melalui pemilahan dan
pengolahan sampah di
instalasi pengolahan
sampah TPS3R, PDU,
TPST, TPS, SPA,
PSEL/PLTSa, RDF,
pusat pengomposan,
biodigester, Bank
Sampah dan fasilitas
lainnya sesuai dengan
peraturan
perundangan

Analisis blaya jasa
lingkungan dari
eksploitasi sumber

wa alam

Pengurangan sampah
melalui pembatasan
timbulan sampah

Penanganan sampah
melalui pemrosesan
akhir sampah di

Kabupaten/kota atau
TPA/TPST Regional

Kapasitas dan
Kompetensi Sumber
Daya Manusia Bidang
lingkungan hidup
untuk Lembaga
pendidikan
formal/lembaga

s/kelompok
masyarakat

hidup yang ditangan|
yang menjadi

kewenangan
kabupaten/kota

Pengelolaan
Pengaduan
permasalahan
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
tinglat

Kabupaten/Kota

Penerapan sanksi
administrasi yang
‘menjadi
Kewenangan
Kabupaten/kota

Pengembangan
Kapasitas SDM
bidang Penyelesaian
Sengketa Lingkungan|
Hidup

Pembentukan dan

Lingkungan Hidup




Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Koordinasi dengan
pemerintah dacrah
provinsi Terkait

Penyediaan dans
penyelesaian masalah
jang terkait tan;

keperluan umum

Penyusunan dan
Pelaksanaan
Kompensasi/Imbal Jasa
Lingkungan Hidup
antar Dacrah sesuai

d

Pengadaan Gedung
tor atau
Bangunan Lainnya

Inventarisasi masalah

dalam 1 (satu) dacrah
Kabupaten/kota

Pl
Pembangunan Peremaaan
Rumah b Korban an
sencaa Permukaman
uma
Fsitas
Penyeizan
s
Operasional dan qdemmaten
Pemeliarsan
el Maryarsat yang
pemabanpada | | T o
Relokas Proam
Permuaman
KabupatenKora emieman

(Sepuluh) Ha

Penyusunan dan

Pelaksanaan Sistem
embayaran Jasa

Lingkungan Hidup

Penyusunan Kebijakan|
Kerja Sama
Pengelolaan

Persampahan

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Fasilitasi dan Mediasi
Penyelesaian masalah

dalam 1 (satu) dacrah
Kabupaten/kota

Fasilitasi Penyediaan

Pelaksanaan

Penyusunan dan
Pelaksanaan Sistem
Pembayaran Jasa
Lingkungan Hidup

Pengurangan sampah
‘melalui pemanfaatan
kembali sampah

Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
tor.

Bangunan Lainnya

Inventarisasi dan
identifikasi
pengelolaan tanah
adat di wilayah
provinsi

Pemberian Informasi
Peringatan Pencemaran
dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakat

Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Pengelolaan Sampah
Spesifik atau pada
kondisi khusus

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Pemanfaatan tanah
adat lintas daerah
kabupaten/kota

Pemulaman
Rumah bagi Korban Kembali Kawasan
Bencana Permukiman
KabupatenKota ki
Pembangunan
Fasilitasi Penyediaan Rumah Baru Layak
ast Py s ntuk
Masyaralat yang Peninglatan
Texdamplc Relokasi s
Program Pemerintah emiman
Kabupaten/Kota Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
Pembangunan
b Pesksanaan
Pemugaran
Nasyaralat yang
Kawasan
Terdampok Relokasi
Permkiman
rogram ik
Kabupaten/Kota

Pengisolasian

Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Operasionalisasi
Sarana dan Prasarana
Pengelolaan sampah
spesifik atau pada
kondisi khusus

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Inventarisasi dan

Kabupaten/Kota

Pengisolasian

Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Koordinasi dan

spesifik atau pada
kondisi khusus

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

Pemetaan dan

Kabupaten/Kota

Pemeliharaan
Operasional dan
awasan
Pemeliharaan
Lingkungan Permukiman

Perursahas Bagl Kumuh yang Telah
Korban Bencana PernugaranPeren
Kabupaten/Kora ajaan/Pemukiman

Pembangunan

Rumah Khusus
beserta PSU bagi

Masyarakat yang
Terkena Relokasi

Program
Kabupaten/Kota

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Penyusunan tata cara
pengembalian status
tanah ulayat atau

‘guna bangunan telah
berakhir

Pembangunan
Rumah Khusus
beserta PSU bagi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
lan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Inventarisasi
sengketa tanah ulayat
Masyarakat Hukum
Adat dalam 1(satu)

daerah
kabupaten/kota.

Pelaksanaan
Pembagian Rumah
bagi Masyarakat yang
Terkena Relokasi.

Program
Kabupaten/Kota

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Fasilitasi dan Mediasi
sengket:
tanah ulayat
Masyarakat Hukum
Adat dalam 1(satu)
daerah

e
Kabupaten/kota

Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi
Masyarakat yang
Terkena Relokasi

Program
Kabupaten/Kota

ilitasi Gedung Kantor,
dan Bangunan

Penetapan Hak-Hak
Masyarakat Hukum

adat/Ulayat

Penatausahaan Serah
‘Terima Rumah bagi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota

ilitasi Gedung Kantor,
nan
Lainnya

Penyusunan peraturan|
atau petunjuk teknis
terkait pelepasan hak

Pelaksanaan
Pembagian Rumah
bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Identifikasi bidang
tanah yang akan
dilepaskan dari

Masyarakat Hukum

Halk Milik

Fasilitasi Pengelolaan|
Kelembagaan dan
Pemilik/Penghuni

Rumah Susun

Pemberian tanda buki
kepemilikan tanah

tanah atas nama
Masyarakat Hukum
Adat

enatausahaan
Pemanfaatan Rumah
Susun U
dan/atau Rumah
Khusus

Koordinasi penyiapan
usulan sertipikasi
‘Tanah Wakaf atau

tempat peribadatan
yang digunakan untuk
pembangunan sosial,
endidikan,
kesehatan, dan
keagamaan

Pembangunan
Rumah Khusus

Kerjasama dengan
Pemerintah Pusat
menyediakan dan

penyelesaian masalah

keperluan umum di

tingkat
kabupaten/kota

Pengendalian dan
engawasan
Pelaksanaan

Penjualan Rumah

Koordinasi dengan
pemerintah dacrah

penyelesaian masalah
yang terkait tanal
tanah adat yang
digunakan untuk
keperluan umum

Operasional dan
Rumah,

Khusus yang
merupakan aset

pemerintah
Kabupaten/kota

Inventarisasi masalah
tanah adat dalam
Kawasan hutan dan
bekas tanah hak
dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten/kota

Operasional dan
Pemeliharaan Rumah|
Susun yang
merupakan aset

pemerintah
kabupaten/kota

Fasilitasi dan Mediasi
Penyelesaian masalah

dalam 1 (satu) daerah
kabupaten/kota

Fasilitasi Pemenuhan|
Komitmen

Perumahan
Terintegrasi Secara
Elektronik

Inventarisasi dan
identifikasi
pengelolaan tanah

d

adat di wilayah
provinsi

Penguatan dan
Pembinaan kepada
BLU/BUMD untuk

Penyelenggaraan
Rumah Sederhana

Pemanfaatan tanah
adatlintas daerah
Kabupaten/kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengendalian

Pembangunan dan

Pengembangan
Perumahan

Inventarisasi dan
identifikasi tanah
adat/ulayat di di
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan
Sinkronisasi Kerja

Sama Pemerintah

Daerah dengan
Badan Usaha

(KPDBU) Perumahan
Umum/Rumah Susun
Umum

Pengisolasian

Pencemaran dan/atau

Kerusakan Lingkungan
Hidup.

Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Penanganan sampah

Pelaksanaan
Penanganan Sampah
spesifik atau pada
Kondisi Khusus yang,
‘menjadi kewenangan
Kabupaten/kota

pelaksanaan
Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan Hidup
Dilaksanakan terhadap
Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut, lahan

Penyusunan Kebijakan
terkait dengan
Penanggulangan
danfatau Kerusakan
Lingkugan Hidup sesuai

i

Pengurangan sampah
melalui pendauran
ulang sampah

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penghentian Sumber
Pencemaran

Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Pelaksanaan remediasi

Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Koordinasi dan
Sinkronisasi restorasi

Fasilitasi Pemenuhan
Ketentuan Terkait lzin
Usaha dan Standar
Teknis Pengelolaan

Koordinasi dan
Sinkronisasi remediasi

Penyusunan dan
Pelaksanaan Penilaian
Kinerfa Pengelolaan

Pelaksanaan
rehabilitasi

Monitoring dan
Evaluasi Pemenuhan
Target dan Standar
Pelayanan Pengelolaan|
Sampah

Pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan perizinan
pengelolaan sampah

Pelaksanaan Restorasi

Pelaksanaan
Pembersihan Unsur
Pencemar di
kabupaten/kota yang
‘menjadi kewenangan
Kabupaten/kota

Koordinasi dan

Kabupaten/kota

pelaksanaan

Lingkungan Hidup

Dilaksanakan terhadap
fedia Tanah, Air,

Udara, dan Laut, lahan

Penyusunan Kebijakan

Lingkugan Hidup sesuai
i




Pemetaan dan

adat/ulayat di
Kabupaten/Kota

Pembangunan/Penge|

an Sistem Layanan
Informasi dan
Komunikasi Bidang
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Fasilitasi Pemenuhan|
Kesesuaian Rencana
‘Tapak dan Lantal
Perumahan

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Penerbitan Sertifikat

Bangunan Gedung
(SKBG)

Painan, 18 Juni 2026
PIt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup

IP. 19750417 200501 1 013



